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2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa 

Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6496) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 

Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 

Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6626); 

3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 24); 

4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 40); 

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 

Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Jasa 

Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 328); 

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 

Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 473);  

7. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 

02/SE/M/2021 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/SE/M/2020 

Tentang Transisi Layanan Sertifikasi Badan Usaha dan Sertifikasi 

Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi; 

8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 

1792/KPTS/M/2020 tentang Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa 

Konstruksi Periode 2021-2024. 

 

C. MAKSUD DAN TUJUAN 

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini adalah: 

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman teknis dalam 

pelaksanaan konversi jenjang kualifikasi jabatan kerja secara parsial 
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pada sertifikasi kompetensi kerja konstruksi bagi 168 Jabatan Kerja 

ruang lingkup LSP terlisensi pada klasifikasi Sipil, Mekanikal, dan 

Manajemen Pelaksanaan. 

2. Sedangkan tujuannya adalah untuk menjamin pelayanan permohonan 

perpanjangan atau perubahan SKK konstruksi yang dilakukan oleh LSP 

terlisensi dengan klasifikasi Sipil, Mekanikal, dan Manajemen 

Pelaksanaan dapat dilaksanakan sesuai dengan pemenuhan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

D. RUANG LINGKUP 

Ruang Lingkup Surat Edaran ini meliputi: 

1. Ketentuan pelaksanaan konversi; dan 

2. Pengakhiran sertifikasi kompetensi kerja pada masa transisi. 

 

E. KETENTUAN PELAKSANAAN KONVERSI 

1. Konversi jenjang kualifikasi jabatan kerja ini merupakan penyetaraan 

klasifikasi, subklasifikasi dan jenjang kualifikasi sertifikat keahlian 

(SKA) atau sertifikat keterampilan (SKT) yang diterbitkan berdasarkan 

Peraturan LPJK Nasional Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Dan 

Registrasi Tenaga Ahli, Peraturan LPJK Nasional Nomor 6 Tahun 2017 

tentang Sertifikasi Dan Registrasi Tenaga Terampil dan Surat Edaran 

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 5 Tahun 2021 menjadi 

klasifikasi, subklasifikasi dan jenjang kualifikasi SKK konstruksi yang 

diterbitkan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 14 Tahun 2021. 

2. Sebelum ditetapkannya Surat Edaran ini SKA dan SKT dengan jenjang 

kualifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini  dinyatakan tetap berlaku 

sampai dengan habis masa berlakunya sertifikat tersebut. 

3. Lembaga Sertifikasi Profesi terlisensi dengan ruang lingkup klasifikasi 

Sipil, Mekanikal dan Manajamen Pelaksanaan dapat melaksanaan 

permohonan sertifikasi dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Permohonan baru mengacu pada jenjang kualifikasi jabatan kerja 

sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Ketua LPJK Nomor 05 

Tahun 2021; 

b. Permohonan perpanjangan atau perubahan SKA/SKT yang 

diterbitkan oleh LPJK, penyetaraannya mengacu pada jenjang 
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kualifikasi jabatan kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini. 

4. SKA dan SKT dengan jenjang kualifikasi sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran 

ini  yang belum terdapat konversinya menunggu tersedianya pemaketan 

kompetensi dan penetapan jenjangnya oleh unit organisasi yang 

membidangi jasa konstruksi.  

 

F. PENGAKHIRAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA PADA MASA 

TRANSISI 

1. Permohonan sertifikasi kompetensi kerja pada masa transisi untuk 

SKA/SKT pada klasifikasi dan subklasifikasi sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat 

Edaran ini, tidak lagi diproses oleh LPJK c.q. Tim Penyelenggara 

Sertifikasi Kompetensi Kerja pada Masa Transisi. 

2. SKA dan SKT dengan jenjang kualifikasi sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran 

ini yang belum terdapat konversinya tetap diproses oleh LPJK c.q. Tim 

Penyelenggara Sertifikasi Kompetensi Kerja pada Masa Transisi. 

 

G. PENUTUP 

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.  

Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terimakasih. 

 

 

 

 

 

 

 

 






































